BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ & /2025

TENTANG

PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

1.

BUPATI BARITO UTARA,

bahwa dalam rangka melaksanakan Pedoman Penilaian
Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2025 pada
sasaran 2 (dua) Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Aspek
Regulasi dan Kebijakan, perlu menetapkan S (lima) Paket
Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Barito
Utara Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito
Utara tentang Penetapan Paket Pengadaan Barang dan Jasa
Strategis Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pepanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6626);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1543);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 511j;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 7);

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 28 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 28);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Paket Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Barito
Utara. Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan  bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 14 Februari 2025

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh; dan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 188.45/ 5(, /2025

TENTANG

PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG DAN
JASA STRATEGIS KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PAKET STRATEGIS
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025

)
Perangkat
\ NO Nama Paket Pekerjaan S;l:::r Pagu Anggaran Daerah
-
| | Rehab Jaringan Irigasi dan DI Rp. 1.300.000.000 Dinas PU
Bawang dengan nilai anggaran
o Jalan Mepuju Desa jamut Rp. 4.826.500.000 Dinas PU
dengan nilai anggaran
I—
Peningkatan Jalan Simpang Rp. 4.826.500.000. .
3 | Thamrin-Trans Liju dengan Dinas PU
nilai anggaran
Pembangunan Ruang Kelas
baru vertikal beserta Dinas
4 perabotanya SDN-5 Melayu Rp. 1.020.000.000. Pendidikan
dengan nilai anggaran
Instalasi Pengolahan Air Dinas
5 Limbah Puskesmas Butong Rp. 554.748.000 Kesehatan

G BURATLBARITO UTARA,
A\




